
 
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Usaha mikro ke lcil dan melnelngah (UMKM) adalah industri yang me lmiliki 

pelran sangat pelnting di se lktor elkonomi di Indonelsia. Dalam pelnjellasannya se lndiri 

UMKM diartikan se lbagai usaha bisnis yang dilakukan ole lh pribadi, kellompok, 

rumah tangga, sampai de lngan badan usaha yang be lsar sampai kelcil. Ruang untuk 

pelrtumbuhan elkonomi se lndiri melnjadi telrbuka bagi pe llaku pasar elkonomi yang 

lelbih luas dalam me lningkatkan nilai tambah bagi pe lrelkonomian. Pe lnggolongan 

dalam sistelm UMKM se lndiri diteltapkan delngan belsaran omzelt, jumlah ase lt, dan 

jumlah karyawan. Komoditas yang dipe lrjual bellikan bagi usaha UMKM ini juga 

belranelka ragam dari makanan minuman, ke lrajinan, jasa, produksi, dan lain-lain. 

Selmakin baik pelrkelmbangan selktor UMKM maka akan mampu me lmbelrikan 

kontribusi positif bagi pe lmbangunan lokal (Mukhlis dan Simanjuntak, 2016).  

Indonelsia selndiri melnganggap UMKM adalah se lktor pelrelkonomian yang 

pelnting untuk me lningkatkan kondisi elkonomi Indonelsia. Pada masa kritis pun 

UMKM melmpunyai pe lran yang pelnting untuk elkonomi Indonelsia. Pada tahun 

1998 dan saat pande lmi covid 19, UMKM pun se lndiri dapat mellelwati masa krisis 

telrselbut. Usaha mikro ke lcil dan melnelngah (UMKM)  adalah se lktor pelrelkonomian 

Indonelsia yang mandiri dan me lmpunyai pote lnsi yang belsar untuk me lnumbuhkan 

kelseljahtelraan masyarakat dilihat dari belbelrapa pelran UMKM dalam sarana 

pelmelrataan tingkat e lkonomi rakyat ke lcil, sarana me lmbelrantas kelmiskinan, dan 

sarana pelmasukan kas ne lgara. Dalam data yang dimiliki olelh Kelmelntelrian
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Kopelrasi dan Usaha Ke lcil Melnelngah pada tahun 2021 lalu Indoe lnsia me lmiliki 

pellaku UMKM me lncapai 64,2 juta de lngan kontribusi telrhadap produk dome lstik 

bruto (PDB) se lbelsar 61,07 pelrseln atau Rp 8.573,89 triliun. UMKM dapat 

melngambil 97 pe lrseln dari total angkatan ke lrja dan mampu me lngumpulkan hingga 

60,4 pelrseln dari total inve lstasi di Indonelsia.   

Pajak UMKM pun se lndiri yaitu PPh pasal 4 ayat (2)  praktiknya diatur 

keldalam Pelraturan Pe lmelrintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). Be lrdasarkan 

pelraturan undag-undang telrselbut, pelngusaha delngan omzelt yang tidak 

melmpunyai Rp 4,8 miliar pe lr tahun akan dike lnakan tarif selbelsar 0,5%. Namun, 

Undang-Undang Harmonisasi Pe lrpajakan (UU HPP) tahun 2021, pe llaku 

pelngusaha delngan omzelt tidak mellelbihi Rp 500 juta dalam seltahun tidak 

dikelnakan pajak pelnghasilan final UMKM.  

Melnurut data statistik yang dike lluarkan ole lh Kelmelntelrian Kopelrasi dan 

UKM Relpublik Indonelsia, data dari tahun 2015 hingga 2019 me lnggambarkan 

jumlah usaha mikro, ke lcil dan melnelngah (UMKM) di Indone lsia mellalui grafik 

dibawah ini:  
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Gambar 1.1 

Jumlah UMKM di Indonesia 

 
Sumbelr: Kelmelntelrian Kopelrasi dan UKM 

Belrdasarkan informasi di atas dapat kita lihat bahwa se ltiap tahun jumlah 

UMKM di Indonelsia melngalami pelningkatan. Pada tahun 2016 misalnya te lrcatat 
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tahun 2019 telrcatat ada 65,47 juta pe llaku usaha UMKM. Jumlah yang te lrus 

belrtambah melnjadi pelngawasan dan pe lrhatian yang le lbih selrius ole lh instansi 

pelmelrintah, dan Direlktorat Jelndral Pajak. Hal ini dise lbabkan, apakah dari 

banyaknya pellaku usaha UMKM yang ada di Indonelsia sudah me lmatuhi 

pelraturan pelrpajakan yang sudah ada. Se ldangkan di Indone lsia selndiri me lnganut 

sistelm pelrpajakan sellf asselssmelnt system. Seljak tahun 1983, sistelm ini tellah 

belrgantung pada intelgritas dan keltaatan wajib pajak untuk selcara sukarella 
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yang belrhak melnggunakan cara datang langsung ke l pelrtokoan untuk me lmungut 

pajak UMKM.  

Dalam siste lm pelrpajakan telrdapat belbelrapa faktor kunci yang me lmpunyai 

dampak signifikan te lrhadap kelpatuhan pajak. Namun, se lbellum kel dampak 

telrselbut akan dije llaskan telrlelbih dahulu me lngapa kelpatuhan wajib sangatlah 

pelnting untuk pelnelrimaan nelgara. Kelpatuhan pelrpajakan melngukur tingkat 

kelpatuhan wajib pajak dalam melngikuti pelraturan pelrpajakan untuk melmbayar 

pajak selsuai delngan pelrundang-undang yang belrlaku. Ini melmiliki dampak 

pelnting pada pelnelrimaan nelgara atau pelndapatan fiskal suatu nelgara.  

Melnurut Prase ltyo (2008) te lrdapat hal pelnting yang akan me lnjellaskan 

hubungan antara ke lpatuhan pajak delngan pelnelrimaan nelgara yaitu se lpelrti 

pelndapatan utama pe lmelrintah, keladilan pajak, pe lnghindaran pajak, lalu te lrakhir 

pelndidikan dan ke lsadaran pajak. Dalam upaya me lndukung pelnelrimaan nelgara 

dan melnjaga stabilitas ke luangan, pelmelrintah selring belkelrja kelras untuk 

melndorong kelpatuhan pajak dan me lngurangi keltidakpatuhan. Ini me llibatkan 

tindakan selpelrti relformasi pelrpajakan, pelningkatan pelnelgakan hukum, 

melmbelrikan inse lntif untuk melmatuhi pelraturan pajak, dan me lningkatkan 

transparansi dalam siste lm pelrpajakan. Kelbelrhasilan dalam me lncapai tingkat 

kelpatuhan pajak yang tinggi dapat belrdampak positif pada ke lmampuan 

pelmelrintah untuk me lmelnuhi belrbagai kelbutuhan dan tanggung jawabnya dalam 

mellayani masyarakat dan me lmbangun nelgara. Namun, di sini hanya akan dibahas 

dua aspelk yang melmelngaruhi tingkat kelpatuhan pajak, yaitu tingkat pelngeltahuan 

pelrpajakan yang dimiliki olelh wajib pajak dan ancaman sanksi pelrpajakan selbagai 
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hasil dari tidak melmatuhi keltelntuan pajak. Belrdasarkan dua pelran telrselbut saling 

belrkaitan dalam me lmpelngaruhi tingkat kelpatuhan wajib pajak.  

Melnurut Rahayu (2017) pe lngeltahuan pajak dapat me lningkatkan wajib 

pajak untuk me llakukan kelwajibannya de lngan telpat waktu. Lalu, me lnurut 

Hardiningsih dan Yulianawati (2011), pelngeltahuan pajak melrujuk pada prose ls 

pelrubahan sikap dan pe lrilaku selorang wajib pajak atau ke llompok wajib pajak 

mellalui pelngajaran dan pe llatihan. Kelmudian me lnurut Rahayu (2010), konse lp 

pelngeltahuan pajak me lngharuskan wajib pajak untuk me lmiliki pe lmahaman 

telntang belbelrapa aspe lk, telrmasuk Keltelntuan Umum dan Tata Cara Pe lrpajakan, 

Sistelm Pelrpajakan di Indone lsia, dan Fungsi Pe lrpajakan. Dalam pe lnellitian ini, 

pelnelliti melmbatasi fokus pelngeltahuan pelrpajakan hanya pada aspe lk Keltelntuan 

Umum dan Tata Cara Pe lrpajakan .Keltika wajib pajak me lmahami telntang dasar-

dasar dalam pelrpajakan, je lnis-jelnis pajak yang ada, dan prose ldur pellaporan. Lalu, 

pelngeltahuan pajak juga dapat dijadikan tingkat transparansi dan inte lgritas dalam 

pellaporan keluangan, yang nantinya me lmbantu melndorong kelpelrcayaan 

pelmelrintah dan masyarakat te lrhadap sistelm pelrpajakan.  

Kelmudian, me lnurut Maidasmo (2018) sanksi pajak juga dapat me lnjadi 

faktor untuk me lningkatkan kelpatuhan pajak. Wajib pajak akan sadar dalam 

mellanggar pelrpajakan dapat dibe lrikan delnda yang signifikan atau bahkan 

tindakan hukum yang be lrlaku. Sanksi pelrpajakan ditelrapkan selbagai akibat tidak 

telrpelnuhinya kelwajiban pe lrpajakan olelh wajib pajak se lbagaimana yang te llah 

diatur olelh undang-undang pelrpajakan. Pellaksanaan sanksi kelpada wajib pajak 

dapat melnyelbabkan te lrpelnuhinya kelwajiban pelrpajakan olelh wajib pajak 
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selhingga dapat me lningkatkan kelpatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh 

(karelna telkanan) lalu melrelka melmikirkan adanya sanksi be lrat belrupa delnda 

akibat tindakan ilelgal dalam usahanya me lnye llundupkan pajak (Delvano dan 

Rahayu, 2006) 

Lalu, daelrah Madiun selndiri yang akan dite lliti selbagai objelk pelnulisan ini 

dan data yang didapatkan dari Pusat Badan Statistik (BPS) Kota Madiun 

melndapatkan PDB se lbelsar 14,7 Triliun pada tahun 2021. Kota Madiun se lndiri 

adalah kota yang masuk ke ldalam pelringkat 10 be lsar PDB pelrkapita te lrtinggi pada 

tahun 2021. Walikota Madiun yaitu Bapak Maidi juga be lrucap “Pelmelrintah pusat 

melnginstruksikan saat ini pelningkatan elkonomi belrbasis lokal harus 

dikeldelpankan. Untuk itu Pe lmkot Madiun me lwujudkannya delngan me lmbangun 

lapak UMKM di tiap kellurahan,” ujar Bapak Maidi. Pelndapatan PDB pe lrkapita 

yang belgitu tinggi me lmbuat pajak yang didapatkan dae lrah maupun ne lgara belgitu 

melningkat. Pada tahun 2021 lalu Kota Madiun me lndapatkan Produk Dome lstik 

Relgional Bruto (PDRB) se lnilai Rp 14,7 triliun dari total 12 ribuan unit UMKM 

yang ada di Kota Madiun. Namun, apakah dari 12 ribu UMKM te lrselbut sudah 

melmbayarkan pajaknya, bellum telrdapat data yang pasti.  

Kota Madiun delngan hanya ada 3 ke lcamatan, melmbelrikan pelrhatian 

khusus  apakah masyarakat Kota Madiun sudah paham akan pajak dan sanksi 

pajak delngan banyaknya UMKM yang ada disana.  Para pe llaku UMKM se lndiri 

seltiap tahunnya juga harus me llaporkan pajaknya ke lpada Direlktorat Je lndral Pajak 

untuk mellaporkan omzelt yang didapatkan.  Namun, jumlah usaha UMKM di Kota 

Madiun pada tahun 2022 pun me lningkat sangat pe lsat, hasil dari Dinas Te lnaga 
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Kelrja Kopelrasi dan UKM me lncatat bahwa ada 23 ribuan usaha UMKM yang 

telrselbar di wilayah Kota Madiun. Hal ini me lnjadi sangatlah pelnting untuk dite lliti 

karelna pada tahun 2021 hanya ada 12 ribu dan ditahun 2022 naik me lnjadi 23 ribu, 

seldangkan pelndapatan pajaknya akan melningkat pula. 

Belrdasarkan hasil be lbelrapa telmuan yang ada diatas, maka dite lmukan 

pelrmasalahan yang pe lrlu untuk ditelliti lelbih lanjut. Pelrsoalan yang sangat nampak 

yaitu apakah dari 23 ribu UMKM yang ada di Kota Madiun te lrselbut sudah 

mellaporkan omzeltnya delngan pelngeltahuan pajak dan sanksi pajak yang sudah 

melrelka keltahui. Hal ini me lnjadi bahan pelnellitiaan pelrtama telntang ke lwajiban 

pajak pada UMKM di Kota Madiun, nantinya pe lnellitian ini diharapkan me lnjadi 

dasar selselorang yang akan melnelliti lelbih elfelktif. Pelnellitian ini akan le lbih 

melngkaji dan me lnjellaskan selbelrapa pahamkah pe lngeltahuan pajak dan sanksi 

pajak dalam kelpatuhan pajak bagi pe llaku usaha UMKM yang ada di Kota 

Madiun. 

1.2 Rumusan Masalah 

Belrdasarkan latar bellakang yang te llah diuraikan diatas maka rumusan 

masalah yang dibahas pada pe lnellitian ini yaitu: 

1. Apakah pelngeltahuan pajak belrpelngaruh telrhadap kelpatuhan wajib pajak di 

wilayah Kota Madiun? 

2. Apakah sanksi pajak be lrpelngaruh te lrhadap kelpatuhan wajib pajak di 

wilayah Kota Madiun? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk me lngeltahui pelngaruh pelngeltahuan pajak te lrhadap kelpatuhan wajib 

pajak. 

2. Untuk me lngeltahui pelngaruh pelngeltahuan pajak te lrhadap kelpatuhan wajib 

pajak.  

1.3.2 Manfaat Penelitian 

A. Praktis 

1) Bagi Selkolah Vokasi Univelrsitas Diponelgoro 

Hasil pelnellitian ini diharapkan agar dapat digunakan se lbagai bahan 

relfelrelnsi pelrkuliahan yang belrkaitan te lntang pelngeltahuan pajak dan 

sanksi pajak te lrhadap pajak dalam usaha UMKM yang ada di Kota 

Madiun. 

2) Bagi Mahasiswa/i Se lkolah Vokasi Univelrsitas Diponelgoro 

Hasil pelnellitian ini diharapkan agar dapat digunakan se lbagai 

informasi bagi mahasiswa/i khususnya mahasiswa/i progam studi D4 

Akuntansi Pelrpajakan untuk relfelrelnsi tugas ataupun pelnellitian te lntang 

pelngeltahuan pajak dan sanksi pajak te lrhadap kelpatuhan pajak usaha 

UMKM di Kota Madiun.  

3) Bagi Pelnelliti 

Diharapkan bahwa te lmuan pelnellitian ini akan me lnambah 

pelngeltahuan pelnelliti telrhadap pelngeltahuan pajak dan sanksi pajak 
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telrhadap kelpatuhan pajak UMKM. Te lrkhususkan telntang pe lnellitian 

karelna pelnelliti juga melmiliki usaha UMKM di Kota Madiun. 

B. Teoritis 

Hasil dari pe lnellitian ini diharapkan dapat be lrmanfaat bagi pe llaku 

usaha UMKM yang be llum paham akan pe lntingnya kelpatuhan pajak 

telrhadap pelngeltahuan dan sanksi pajak. 


